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PQ\)SBANTUAN HUKUM (POSBANKUM) DESA / KELURAHAN

Pos Bantuan Hukum Desa / Kelurahan (Posbankum Desa / Kelurahan) adala

layanan bantuan hukum yang disediakan di tingkat desa/kelurahan untuk
memastikan masyarakat mendapatkan akses keadilan dan bantuan hukum yang
mudah dijangkau. Layanan ini mencakup berbagai aspek, seperti informasi
hukum, konsultasi, mediasi, dan rujukan hukum.

TUJUAN :
. Meningkatkan kesadaran hukum: Memberikan informasi  dan
pengetahuan hukum kepada masyarakat
> Meningkatkan akses keadilan: Memudahkan masyarakat untuk
mendapatkan bantuan hukum yang dibutuhkan
5. Membantu menyelesaikan sengketa hukum: Memfasilitasi penyelesaian
sengketa secara damai dan adlil. #bangga
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> » ) SYARAT — SYARAT ADMINISTRATIF

Adminitratif:
a. SK Kadarkum
b. SK Posbankum
c. Register Posbankum pada Gmaps
d. Tersedianya sarana/prasarana pada Posbankum paling sedikit:
1) Meja;
2) Kursi Paralegal & Kursi Penerima Layanan;
3) ATK;
4) SOP Layanan; dan
5) Banner/Backdrop yang minimal menerangkan :
a) Nama Posbankum (Posbankum Desa/Kelurahan...... );
b) Logo Desa/Kelurahan, Logo Pengayoman, dan Logo BPHN; dan
c) No HP Paralegal sebagai Hotline Service.

e. Publikasi pemberitaan melalui media massa atas terbentuknya
Posbankum Desa/Kelurahan.




LOGO
KANTOR
DESA/KEL

KOP SURAT

KEPUTUSAN KEPALA DESA/LURAH (NAMA DESA/KELURAHAN)

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

NOMOR: ...t snssn s sennnns
TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM

a.

(NAMA DESA/KELURAHAN),

bahwa dalam rangka menumbuhkan kesadaran hukum dalam kehidupan
bermasyarakat dan terbentuk budaya hukum di Desa/Kelurahan (nama
desakelurahan), perlu dibentuk Kelompok Keluarga Sadar Hukum
(Kadarkum};

bahwa sebagai optimalisasi peran Kelompok Kadarkum sebagaimana
dimaksud pada huruf a, perlu adanya penetapan Kelompok Kadarkum
{(nama desa/kelurahan) dalam bentuk Keputusan Kepala Desaflurah
{nama desa'kelurahan).

Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Pemerintah Desa;
Undang-Undang Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2006
tentang Pola Penyuluhan Hukum sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor M.01-PR.08.10 Tahun 2007
tentang Pola Penyuluhan Hukum;

Peraturan Pemerintah MNomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksana Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintah
Desa;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos
Pelayanan Terpadu;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang
Pedoman Teknis Peraturan di Desa.

MEMUTUSKAN:

Keputusan Kepala DesalLurah (nama desakelurahan) tentang
Pembentukan Kelompok Keluarga Sadar Hukum (nama
desalkelurahan)

Membentuk dan membina Kelompok Kadarkum pada (nama
desa/kelurahan) dengan susunan nama pengurus sebagaimana
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KADARKUM

Kelompok Kadarkum sebagaimana Diktum KESATU, diberikan tugas

dan tanggung jawab antara lain:

1. Mengikuti kegiatan sosialisasi hukum seperti Temu Sadar
Hukum, Ceramah Penyuluhan Hukum Terpadu, Lomba
Kadarkum, dan kegiatan penyuluhan hukum lainnya;

2. Menyebarluaskan informasi dan pengetahuan hukum ke
lingkungan masyarakat;

3. Berperan akfif dalam penyelesaian konflik atau permasalahan
hukum di lingkungan secara non litigasi;

4. Memberikan layanan hukum pada Pos Bantuan Hukum (nama
desalkelurahan);

§. Melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum masyarakat.

Segala biaya yang dikeluarkan dengan ditetapkannya Keputusan ini
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja (nama
desalkelurahan).

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di (nama desa/kelurahan)
pada tanggal : tgl/bulan/tahun
Kepala Desa/Lurah,

tanda tangan dan

stempel

Nama Lengkap

Tembusan Keputusan ini disampaikan Yth:

il

Gubermur Provinsi ...

Walikota/Bupati ...

Sekretaris Daerah Kabupaten/Kota ...

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum ...

Kepala Divisi Pembentukan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor

Wilayah Kementerian Hukum ...

KELOMPOK KELUARGA SADAR HUKUM
(nama Desa/Kelurahan, Kecamatan, dan Kabupaten/Kota)

(nama Provinsi)

Pembina
No. Nama Lengkap Jabatan
1. Kepala Desa/Lurah
2 Babinsa
3. Bhabinkamiibmas
4, Tokoh Agama/Masyarakat/Adat
5. | dan seterusnya

Daftar Kelompok Kadarkum

Kelompok |
Jabatan pada
No. Nama Pekerjaan Kelompok Kadarkum
1. Ketua
2. Sekretaris
3. Anggola
4. Anggota
5. | dan seterusnya Anggola
Kelompok Il
Jabatan pada
No. Nama Polarjean Kelompok Kadarkum
1.
2
3.
4.
5. | dan seterusnya

Kepala Desa/Lurah,

tanda tangan dan stempel

Nama Lengkap
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KOP DESA/KELURAHAN

(untuk SK yang dikeluarkan Kepala Desa/Lurah)

Lambang Garuda
untuk 5K yang

dikeluarkan oleh

Kepala Desa

KEPALA DESA/LURAH . . ..

KEPUTUSAN KADES/LURAH DESA/LURAH . . . ..

KECAMATAN . . ..
NOMOR....... TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN

Menimbang

Mengingat

HUKUM (. . . DESA/KELURAHAN )
DESA/KELURAHAN. . ..

bahwa sebagai langkah sirategis untuk memperkuat akses
terhadap keadilan di Indonesia, khususnya bagi masyarakat di
wilayah pedesaan/kelurahan, perlu adanya pembentukan Pos
Bantuan Hukum (Posbankum) di desa/kelurahan;

bahwa pembentukan Posbankum bertujuan untuk memberikan
layanan bantuan hukum dan informasi hukum yang mudah
dijangkau, maka perlu adanya Paralegal yang ditugaskan pada
Posbankurm;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dirmaksud huruf
a dan huruf b, perlu adanya penetapan Keputusan Kepala
Desallurah . . . .tentang  Pembentukan dan Penugasan
Paralegal pada Pos Bantuan Hukum DesalKelurahan . . . ..

(Lembaran Negara Republik Tahun 2011 Nemor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5248);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Momor 5587 ) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang- Undang MNomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014
lentang Pemerintahan Daerah ( Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Negara Republik
Indonesia Nomor 5679 );

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

3. Undang-Undang MNomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum

4. Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa
sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor UU
Nomor 3 Tahun 2024 tentang tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor & Tahun 2014 tentang Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6314);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20
Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indenesia Nomor 18

Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan

Lembaga Adat Desa

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Momor 3

Tahun 2021 tentang Paralegal Dalam Pemberian Bantuan

Hukum (Berita Megara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor

96);

9. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4
Tahun 2021 tentang Standar Layanan Bantuan Hukum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 97);

10. Peraturan Menteri Dalam Megeri Momor 13 Tahun 2024 tentang
Pos Pelayanan Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2024 Momor 553);

11. Peraturan Desa (silahkan ditambahkan jika ada).

o~

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN DESA/KELURAHAN . . . . KECAMATAN . . . .
KABUPATEN/KOTA . TENTANG PEMBENTUKAN DAN
PENUGASAN PARALEGAL PADA POS BANTUAN HUKUM
(DESA/KELURAHAN )

Menetapkan Pembentukan dan Penugasan Paralegal pada
Posbankum Desa/Kelurahan . . . . Kecamatan . . . . sebagaimana
tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Keanggotaan Pos Bantuan Hukum mempunyai tugas dan tanggung

jawab sebagai berikut :

1. melaksanakan kegiatan Pos Bantuan Hukum di Desa/Kelurahan .
. . . dengan tjuan Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan
Perlindungan Masyarakat sebagaimana bagian dari bidang Pos
Pelayanan Terpadu Desalkelurahan

. melaporkan hasil kegiatan Pos Bantuan Hukum kepada Kepala
DesalLurah . . .; dan

3. melaksanakan kegiatan pemberdayaan hukum Masyarakat

lainnya atas perintah peraturan perundang-undangan, arahan
kepala desallurah, dan/atau kebutuhan hukum masyarakat
desa/kelurahan.

(=]

Dalam melaksanakan tugasnya Paralegal pada Pos Bantuan
Hukum bertanggung jawab kepada Kepala DesafLurah . . . ..

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

KETUJUH

SK PEMBENTUKAN DAN PENUGASAN PARALEGAL

PADA POS BANTUAN HUKUM DESA / KELURAHAN

Pos Bantuan Hukum bertempat di (. . . .alamat)

Masa kerja Paralegal pada Pos Bantuan Hukum paling lama 3 (Tiga)
tahun terhitung sejak tanggal ditetapkan dan dapat dipilih kembali
untuk periode berikutnya.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan
Desa/lurah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja
Desa/Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten/Kota . . .
Keputusan Kepala Desallurah ini mulai beraku sejak tanggal
ditetapkan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di . . ..
Pada tanggal *............. 2025

Kepala Desa/Lurah . . ..

Nama



LAMPIRAN PENUGASAN PARALEGAL

PADA POS BANTUAN HUKUM DESA / KELURAHAN
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> 'PEDOMAN TITIK LOKASI MAPS POSBANKUM

Pedoman Titik Lokasi Pada Google Maps d. Pilih “Tambahkan Tempat”
Posbankum Desa/Kelurahan

Contoh :

Paralegal dan/atau Kepala Desa/Kelurahan melakukan input link google maps (titik lokasi

Lihat profil Anda
pada google maps) dengan langkah-langkah sebagai berikut :
@ (=] [ n
2 Membuka link engisi — oo Tamb Tamb Perb
tompat ahkan u ahkan jala

O pengikut

seluruh layanan yang diberikan melalui google form dan mengupload data dukung

terkait Dapatkan badge
Layanan yang dilaporkan berupa : Kontributor Baru Anda -

Mulat dengan melakuka
a. Layanan Informasi Hukum dan Konsultasi Hukum pembaroan simpel ini
b. Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi Memposting 2 foto orz >
c. Layanan Penyelesaian Konflik/iISengketa melalui Mediasi

d. Layanan Rujukan Advokat

Seluruh layanan yang diberikan dengan melampirkan data dukung yang membuktikan oz i A =
pemberian layanan.
Membuat titik lokasi pada google maps dengan cara : Domino’s Pizza Condet
a. Buka aplikasi Google Maps 1< (= L+
b. Temukan lokasi yang ingin ditambahkan ‘ pea -
c. Pilih “Kontribusi” e. Pada Kolom “Kategori” diisi dengan memilih Perkantoran dan Industri lalu pilih
Balai Masyarakat
Contoh :
Contoh :
<L Tolu v i sievi - -
e R e : . <~ Kategori
e = -~
e R
s Telusuri k ri lair E Q.

Asosiasiforganisasi

Y =
o "o -
> = q Balai masyarakat
<
Grosir
Shipi
-?... — ' Gudang

Kantor Pemerintah




> 'PEDOMAN TITIK LOKASI MAPS POSBANKUM

f. Selanjutnya isi kolom Alamat dengan alamat yang valid, dapat dilakukan juga 5. Memberikan (input) Titik Lokasi Posbankum pada
dengan cara klik gambar maps lalu sesuaikan dan klik OK
Contoh : a. Membuka Aplikasi/Website Google Maps
€ Chooss Iocation On map ox b. Masuk ke “Telusuri di sini” atau “"Search Google Maps™ dengan mencari
= - o o A = Posbankum yang telah dibuat
?;:, o : sara Contoh -
o East —— - " - >— ® N
: = = - N
=) - O . - = Sy x = >
= W : = &
(=3 c
S = :
o ' . o :
e+ :
‘ : \

g. Setelah semua kolom terisi, selanjutnya Tambahkan Foto Posbankum . = o -
Desa/Kelurahan lalu klik kirim : = \-‘ 2 >
Contoh :

> Tambahkan tempat
Jam Buka -

- - o

+ > . — [ep— B - - - N—— - 2 A
Kontak T
o
=]
=

“:Oto tempat - .
- o} > E
(55 Tarmdahkoo ) = — 2 -

toat e Aigunanan di bertapal layasmn Goooke '©)

5 : - V ‘ ! 3 =
Kicirm : T -
- -




) PEDOMAN TITIK LOKASI MAPS POSBANKUM

c. Klik “Bagikan™ dan Klik “Salin Link™._
Contoh :

d. Link yang sudah disalin di input.

Contoh :
Setelah menentukan titik lokasi Posbankum o
Desa/sKelurahan/Nagarn/Kampong/Kampung/Distrik di Google Maps, silahkan
menyalin link lokasi Posbankum Desa/sKelurahan ke bawah ini: (contoh: http: ...)
Kembaili Berikutnya

Kosongkan forrmulir

S = - R SO = #bangga
melayani
bangsa
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POS BANTUAN HUKUM DESA GALESONG TIMUR
-

Pembentukan pos bantuan hukum di tingkat desa |
adalah langkah penting untuk memberikan akses @J
keadilan bagi masyarakat desa galesong Timur '

JUSRIANTO S.1

KORDINATOR
ADVOKAT/PENGCACARA

DANU ADRIANSYAH S.KOM

KEPALA DESA GALESONG TIMUR

INFO: © 0852-3214-3764
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Substantif:

d.

b.

4 SYARAT — SYARAT SUBSTANTIF

Layanan Informasi Hukum dan Konsultasi Hukum
Menjadi tempat sumber informasi hukum bagi masyarakat Desa/Kelurahan
Layanan Bantuan Hukum dan Advokasi

Menjadi tempat koordinasi dalam penyelesaian-penyelesaian perkara hukum di wilayah
tersebut, terutama yang membutuhkan pendampingan non litigasi dan aktifitas non
litigasi lainnya.

Layanan Penyelesaian Konflik/Sengketa melalui Mediasi

Menjadi tempat Kepala Desa dan/atau Lurah yang berstatus Non Litigation Peacemaker
(NL.P.) menyelesaikan konflik yang terjadi di Desa/Kelurahan secara damai. Dalam
penyelesaian sengketa yang terjadi, dapat melibatkan pihak lain seperti Babinsa,
Bhabinkamtibmas, Tokoh Adat, atau pihak terkait lainnya.

Layanan Rujukan Advokat

Menjadi tempat rujukan bagi Paralegal untuk sengketa hukum yang mengarah pada
litigasi baik oleh Advokat yang tergabung dalam PBH terakreditasi maupun Advokat
yvang tergabung dalam Organisasi Advokat.



LAYANAN INFORMASI HUKUM DAN KONSUL TASI HUKUM

MENJADI TEMPAT SUMBER INFORMASI HUKUM BAGI MASYARAKAT DESA/KELURAHAN, SEBAGAI JENDELA INFORMASI (PERPUSTAKAAN HUKUM) DAN KONSULTASI HUKUM.

1.

2.

3.

JENIS KASUS

HUKUM TATA
USAHA NEGARA

URAIAN SINGKAT
PERMASALAHAN
HUKUM YANG DIALAMI
MASYARAKAT / URAIAN
KEGIATAN

SOLUSI YANG
DIBERIKAN

UPLOAD FOTO
KEGIATAN

HUKUM PERDATA

1.

2.

3.

URAIAN SINGKAT
PERMASALAHAN
HUKUM YANG DIALAMI
MASYARAKAT / URAIAN
KEGIATAN

SOLUSI YANG
DIBERIKAN

UPLOAD FOTO
KEGIATAN

1.

2.

3.

HUKUM PIDANA

URAIAN SINGKAT
PERMASALAHAN
HUKUM YANG DIALAMI
MASYARAKAT / URAIAN
KEGIATAN

SOLUSI YANG
DIBERIKAN

UPLOAD FOTO
KEGIATAN

# bangga
melayani
bangsa




JA ITEM}PAT K;DORDINASI DALAM PENYELESAIAN-PENYELESAIAN PERKARA HUKUM DI WILAYAH TERSEBUT, TERUTAMA YANG MEMBUTUHKAN PENDAMPINGAN
NON LITIGASI DAN AKTIFITAS NON LITIGASI LAINNYA.
RUANG INI JUGA MENJADI TEMPAT KOORDINASI APARAT PENEGAK HUKUM, PENYULUH HUKUM, PENDAMPING DESA SERTA PIHAK LAINNYA.

> LAYANAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI

. URAIKAN DENGAN SINGKAT
" INVESTIGAS! KASUS AN DIALAMI OLEH. UPLOAD
" PEMBERDAYAAN CEGIATAN NOK LITICAS FOTO
 PENDAMPINGAN  URAIKAN DENGAN SINGKAT KEGIATAN
SENGADILAN VAN DIALAN OLEH ATAU
PENELITIAN HUKUM MASYARAKAT / URAIAN

: PENYULUHAN HUKUM KEGIATAN NON LITIGASI DO KU M EN

YANG DILAKUKAN

# bangga
melayani
bangsq




LAYANAN RUJUKAN ADVOKAT

4
" MENJADI TEMPAT RUJUKAN BAGI PARALEGAL UNTUK SENGKETA HUKUM YANG MENGARAH PADA LITIGASI BAIK OLEH ADVOKAT
YANG TERGABUNG DALAM PBH TERAKREDITASI MAUPUN ADVOKAT YANG TERGABUNG DALAM ORGANISASI ADVOKAT

NO

JENIS KASUS

HUKUM PIDANA

KASUS

PENIPUAN
PENGGELAPAN
PENCURIAN
PENGANIAYAAN
ASUSILA

DAN LAIN-LAIN

HUKUM PERDATA

WANPRESTASI
PERKAWINAN
UTANG PIUTANG
SENGKETA TANAH
DAN LAIN-LAIN

HUKUM TATA USAHA
NEGARA

KEWENANGAN PEJABAT
PUBLIK

PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN

DAN LAIN-LAIN

URAIAN
MASALAH

RUJUKAN PBH

NAMA PEMBERI
BANTUAN HUKUM

NAMA ADVOKAT
YANG
MENANGANI

NOMOR TELEPON
ADVOKAT YANG
MENANGANI

LOKASI
AKTUALISASI

NAMA DESA /
KELURAHAN

NAMA
KECAMATAN

NAMA
KABUPATEN /
KOTA

# bangga
melayani
bangsq




SKEMA POS BANTUAN HUKUM DESA/KELURAHAN

Sumber Daya Anggaran
Tugas Paralegal
* DanaDesa
¢ laaen nfomasHuam * APBDeS
. mw;:]mw « APBD UU Bantuan Hukum
Poor Layanan: Poor
ny « Adminitrasi Hukum
Posbankum * Akses Hukum
Y prov— Yankum S Laymanl-hkum a
§ v
= Sandwich % Ib Sakhh Pasal 22
' 3 Peopl
People Layanan: B UU Advokat
e Bantuan Hukum e
berasal dani Kadarkum ;uﬂ“ Ltgasi
; alsbek "g' : Sumber Daya Anggaran _
Rich * Toga “f;—‘ * APBN (Kemenkum) Rich 50
* Tomasy A * APBD(Pemrov daryatau Advolat
* Komunitas PBH Pemkab/kota)
Aktor/Majelis
* Kades/Lurah(NLP/)
* Babinsa
* Bhabinkamtibmas

* Bagaimana Paralegal dari unsur Non Kadarkum (PBH, Komunitas, Desa, dll)
Dalam hal desa/kelurahan belum memiliki Kadarkum, Paralegal dapat berasal dari Toga Tomasy, Komunitas, PBH, atau lainnya yang kemudian dibentuk Kadarkum.

* Bagaimana Pembentukan Balai Desa/Kelurahan apabila Kades/Lurah belum berstatus NLP
Dalam hal desa/kelurahan belum memiliki NLP, Balai Mediasi Desa/Kelurahan melibatkan PBH sebagai pendamping Kades/Lurah, termasuk Babinsa dan Bhabinkamtibmas. Kades/Lurah yang

belum berstatus NL.P tersebut diarahkan untuk menjadi peserta Paralegal Academy dan PJA Tahun 2025.
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